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01. Penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan Undang-undang No 4111 999 

tentang Kehutanan terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengelolaan, 
penelitian dan pengemhangan, serta pengawasan. Dan keseluruhan kegiatan 

tersebut, implementasi kegiatan perencanaan di lapangan masih cukup lema h, 
sehingga menyebabkan lemahnya kontrol penyelenggaraan kehutanan secara 

keseluruhan. Lemafinya kegiatan perencanaan tersebut antara lain berupa 

lemahnya tmplemantasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi dalam 

bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).Akit kond~si tersebut, 

&lam pengelolaan hutan produksi, kegiatan pamanfaatan hutan lebih dominan 

daripada kegiatan rehabilitasi, sehingga kerusakan hutan produksi terus- 

menefus meningkat. 

02. Dari hutan prduksi seluas 57,7 juta Ha, saat ini sekitar 37,58 juta Ha saja yang 
dikelola oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kay u, sedangkan 

seluas 20, 1 juta Ha sisanya tidak terdapat pengelola atau secara de facto 
bersifat open access. Secara de jum, berdasarkan Undang-undang Kehutanan p: 
pemerinfah dan pernerintah daerah yang harus mengambil peran dalam 

pengelotaan hutan tersebut, namun dalam pslaksanaannya tidak mudah, 

disebabkan diantaranya oleh: 

Kapasitas pemerintah dan pernerintah daerah masih lemah, terutama dari 

kebutuhan perubahan cara kerja yang selama ini hanya berorientasi pada 
pemberian ijin menjadi berorientasi pada perencanaan dan pengelolaan 

wilayah surnberdaya hutan; 

Pernerirrta h maupun pemerintah daerah tidak mungkin secara langsung 

melaku kan pengelolaan hutan terutama apabila dalam kegiatannya juga 

melakukan pengumpulan manfaat langsung berupa penjualan kornoditas dari 
hutan produksi; , - 
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+ Peraturan yang mengatur pembentukan KPHP masih dapat diinterpretasi kan 

dengan berbagai sudut pandang, sehingga diperlukan kebijakan lanjutan 

yang disarnping tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan di m 
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atasnya juga benar-benar dspat mengatasi masalah-masalah lapangan yang 
cukup spesifik. 

03. Dalarn jangka menengah dan panjang, investasi yang kini telah dijalankan oleh 

Departemen Kehutanan berupa gerakan rehabilitasi hutan dan lahan maupun 

investasi swasta dalam pem bangunan hutan tanaman dalam suatu kesatuan 
wilayah tertentu, juga perlu disinkronkan guna menjadi berbagai bentuk kelas 
perusahaan untuk rnemenuhi aneka ragam kebutuhan bahan baku industri hasil 

hutan. Sinkroniasasi ini sangat dimungkinkan agabila terdapat Lembaga 

Pengelola KPHP. 

04. Pengembangan investasi usaha kehutanan - bai k usaha besar, menengah 
maupun usaha kecil - selama ini terharnbat antara lain oleh lemahnya pelayanan 

dan tingginya biaya transaksi dalam usaha kehutanan. Kondisi demikian ini dapat 

diatasi melalui kebijakan debirokratisasi penyelenggaraan usaha kehutanan dan 

implementasinya hanya mungkin dapat efektif apabila sikronisasi t ugas dan 

fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dapat ditakukan. Lembaga KPHP 

diben tuk dengan landasan kebijakan debirokratisasi tersebut. 

05. Berdasarkan uraian di atas, maka pembentukan KPHP merupakan upaya untuk 
mewujudkan kondisi pemungkin (enabhng condiijons) dicapainya pengelolaan 

sum berdaya hutan secara berkelanjutan, dan oteh karena itu kebijakan 

percepatan pembentukan KPHP mempunyai urgensi yang sangat tinggi. 

06. Tujuan dan sasaran adanya kebijakan percepatan pembentukan KPHP adalah 
sebagai berikut: 

1). Menguatkan lembaga pengelola hutan produksi yang mempunyai kaitan 

langsung dengan implementasi kebijakan kehutanan di lapangan sehingga 
dapat diwujudkan: 

a. Terakomodasikannya berbagai kepentingan pihak-plhak terhadap 

keberadaan sumberda ya hutan produksi; 

b. Tersedianya informasi sumberday a hutan produksi sebagai landasan 

penetapan manajemen pengelolaannya (perijinan, pemanfaatan, 

lokasi yang perlu direhabilitasi, dll); 












